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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan 

menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, 

maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Pada Waktu Shalat 

Jum‟at (Studi Pada Masjid Agung Al-Furqon Jl. Diponogoro Bandar 

Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu 

untuk diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dsb).
1
 

2. Hukum Islam adalah seperangkat Peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang 

berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta’ruf 

ini mencakup hukum syara’ dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti 

syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya.
2
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

Cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17. 
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3. Upah atau ujrah menurut Islam adalah penukaran, atau pemilikan manfaat 

atau menjual tenaga dengan imbalan berupa bentuk materi di dunia dan 

bentuk pahala di akhirat sebagai penggantinya.
3
 

4. Juru Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar 

masuk ke tempat parkir.
4
 

5. Shalat Jum‟at adalah aktifitas ibadah shalat wajib yang dilaksanakan 

secara berjama‟ah bagi laki-laki muslim setiap hari jum‟at yang 

menggantikan shalat dzuhur.
5
 

Kesimpulan dari penegasan judul ini adalah meninjau serta 

menganalisis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai upah/imbalan  

juru parkir pada saat Shalat Jum‟at di Masjid Agung Al-Furqon Bandar 

Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Beberapa alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Upah Juru Parkir Pada Waktu Shalat Jum‟at (Studi Pada Masjid 

Agung Al-Furqon Jl. Diponogoro Bandar Lampung)” ini yaitu : 

1. Alasan Objektif 

a. Adanya praktek upah juru parkir yang dilakukan oleh beberapa warga 

setempat yang terjadi waktu Shalat Jum‟at di Masjid Agung Al-

Furqon Bandar Lampung. 

                                                             
3
Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 15. 

4
 Warpani, Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990), h. 

57. 
5
 H. M. Sobari, Fiqih Shalat Jumat (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 34. 
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b. Upah terhadap juru parkir adalah suatu bentuk muamalah, akan tetapi 

bagaimana ketentuan hukumnya apabila praktik tersebut dilakukan 

pada waktu shalat jum‟at. 

2. Alasan Subjektif 

Penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang sesuai dengan 

disiplin ilmu yang penyusun pelajari di bidang Hukum Ekonomi 

Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, yang dimana 

kajian tentang Tinjauan hukum Islam merupakan salah satu kajian dalam 

bidang Muamalah yang  dilihat dalam perspektif Hukum Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat 

duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai 

pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, 

hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk 

menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum 

yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat 

disebut dengan hukum muamalah. 

Pemberian upah merupakan suatu kewajiban atas pengguna jasa. 

Dengan demikian pekerja akan senang dengan pekerjaanya, begitu pula 

dengan penyewa. Upah selain sebagai tanda jasa juga merupakan tanda 

terimakasih atas pertologan dari pekerja karena dengan demikian akan ada 
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rasa saling tolong menolong antar sesama dan juga adanya tali silaturahmi 

yang terjalin. 

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah ujrah yang artinya upah. 

Upah itu sendiri merupahan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam 

suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainya, yang termasuk 

dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah Ijarah Salah satu bentuk 

hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerma antara manusia disatu 

pihak sebagai penyedia. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak 

buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerma seperti ini dalam 

literatur fiqih sering disebut dengan istilah Ijārah al-'amal, yakni sewa-

menyewa  tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Salah satu 

contoh sewa menyewa dalam penelitian ini adalah sewa menyewa  juru parkir 

yang dilakukan di masjid Agung Al-Furqon. 

Masjid Agung Al-Furqon merupakan masjid terbesar di Bandar 

Lampung yang terletak di jantung kota di Jl. Diponegoro atau tepatnya pada 

persimpangan antara Jl. Dr. Susilo dan Jl. Diponegoro dekat perkantoran 

Pemda Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi, masjid ini terdiri 

2 lantai yang biasa digunakan untuk masyarakat beribadah, pada lantai kedua 

masjid ini juga dapat digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan acara 

resepsi pernikahan. Masjid Agung Al-Furqon dapat menampung jama‟ah 

hingga kapasitas lebih dari 2000 orang. 

Seiring perjalanannya, kepengurusan masjid telah mengalami banyak 

pergantian dalam kepengurusannya. Begitu juga dengan fungsi masjid 
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sebagai pusat peribadatan seperti tempat salat lima waktu dan kegiatan umat 

lainnya yang merupakan bentuk-bentuk memakmurkan masjid. Dalam rangka 

beribadah dan kelangsungan ketertiban bagi jama‟ah yang membawa 

kendaraan, masjid menyiapkan sarana tempat parkir untuk menempatkan dan 

menjaga keamanan kendaraan yang singgah di halaman masjid tersebut. 

Pada permasalahan kali ini di karenakan sering terjadi kehilangan 

kendaraan di wilayah Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung, yang 

menjadi kecemasan jama‟ah Shalat Jum‟at dan adanya penumpukan 

kendaraan yang tidak diatur, sehingga warga setempat melakukan pekerjaan 

sebagai juru parkir di masjid Al-Furqon yang kini menjadi mata pencaharian 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Permasalahan yang timbul di samping adanya unsur tolong-menolong 

yang bermanfaat dalam praktik  parkir di Masjid Agung Al-Furqon, terdapat 

kewajiban para juru parkir untuk melaksanakan Shalat Jum‟at yang mana 

waktu shalat tersebut mereka gunakan untuk bekerja. Kewajiban untuk 

melaksanakan Shalat Jum‟at yang harus di dahulukan daripada perkerjaan 

yang sedang kita lakukan. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu 

adanya kajian lebih dalam mengenai ketentuan hukum Islam terhadap praktik 

upah juru parkir Shalat Jum‟at dengan mengangkat sebuah penelitian berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Waktu Shalat Jum‟at 

(Studi Pada Masjid Agung Al-Furqon Jl. Diponegoro Bandar Lampung)”. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upah juru parkir Shalat Jum‟at di Masjid Al-Furqon Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah juru parkir Shalat Jum‟at 

di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung?  

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui praktik upah juru parkir Shalat Jum‟at di Masjid Al-

Furqon Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik upah juru 

parkir waktu Shalat Jum‟at di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait sistem Upah dalam 

hukum Islam. Khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).  

b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT., dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam 

dalam acuan pelaksanaan kerjasama upah yang sesuai dengan syariat 

Islam. 
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F. Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, 

dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan 

secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten 

berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu 

kerangka tertentu.
6
 

 Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisanya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 

yang bersangkutan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, 

sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
7
 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan 

(field research), yaitu jenis penelitian yang bersumber langsung dari lokasi 

peneitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian lapangan ini 

                                                             
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneleitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 

2010), h. 42. 
7
 Ibid., h. 42. 
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pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik 

dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode 

wawancara (interview). Penelitian juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan 

menggunakan literature kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian terdahulu.
8
 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan 

di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

        Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, bukan berupa angka-angka 

dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan 

penelaahan dokumen yang didapat dari Adapun lokasi penelitian ini 

dilakukan di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung.
9
 

3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan 

hukum yang terkait dengan pelaksanaan, faktor-faktor yang melatar-

belakangi hal tersebut, serta tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu 

sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
8
Susiadi As, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN 

Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.  
9
 Ibid., h. 5. 
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a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek 

yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh di Masjid Al-

Furqon Bandar Lampung.
10

 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh 

orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan ini sesungguhnya data asli.
11

 Data sekunder diperoleh 

peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 

akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 

media dan sebagainya.
12

 Adapun populasi dalam penelitian ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid adalah sebanyak 

36 pengurus Masjid Al-Furqon Bandar Lampung dan diketahui 10 

orang juru parkir yang berasal dari warga setempat. 

 

 

                                                             
10

 Muhammad Pabundu Tika, Metode riset bisnis (Jakart: Bumi Aksara, 2006), h. 57. 
11

 Ibid., h. 58. 
12

 Susiadi As, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN 

Raden Intan Lampung, 2014), h. 81. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar 

lebih mudah melakukan penelitian populasi.
13

 Maka 46 orang adalah 

jumlah populasi dan tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan 

terhadap hasil penelitian dan memiliki kemungkinan jawaban yang 

sama, maka beberapa sample dapat mewakili dari seluruh populasi yang 

ada. Untuk itu diambil simple random sampling sehingga yang 

dijadikan sebagai sempel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang di 

antaranya adalah 1 orang pengurus masjid, 10 juru parkir Shalat Jum‟at 

di majid Al-Furqon Bandar Lampung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 

cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
14

 Observasi yang 

dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap 

pelaksanaan upah juru parkir waktu Shalat Jum‟at. 

 

 

                                                             
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R&B, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 82. 
14

 Muhammad Pabundu Tika, Metode riset bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.  
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b. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini 

dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatmen 

seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk 

keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan 

untuk melakukan penelitian dan lain-lain.
15

 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu 

yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan kasus dalam 

pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.
16

 Dalam Penelitian ini, peneliti 

akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan upah 

juru parkir waktu shalat jum‟at di Masjid agung Al-Furqon jl. 

diponogoro bandar lampung. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 

umumnya dilakukan dengan cara:
17

 

a. Editing 

 Editing adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa 

kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan 

                                                             
15

 Susiadi As, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN 

Raden Intan Lampung, 2014), h. 115. 
16

 Ibid,. h. 117. 
17

 Ibid., h. 83. 
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pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.
18

 Dalam 

penelitian mengenai upah juru parkir Shalat Jum‟at di Masjid Agung 

Al-Furqon. 

b. Organizing 

 Organizing yaitu menyusun dan mensistematika data 

berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang telah diedit 

disusun dan di kelompokkan sesuai dengan urutan masalah. 

c. Analizing 

 Analizing dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum 

terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu 

dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat 

yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat 

diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, 

logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat 

ditarik kesimpulan berupa, analisa dan perumusan aturan upah dalam 

Islam dan praktiknya terhadap upah juru parkir Shalat Jum‟at di Masjid 

Agung Al-Furqon. 

7. Analisis Data 

 Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu  juru parkir waktu shalat jum‟at dimana 

                                                             
18

 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS,  2002),  h.172. 
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dapat ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode 

kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, 

tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam serta dapat 

memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan  sebagaimana yang 

ada dalam hukum Islam. 

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir 

induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 

mengenai fenomena yang diselidiki.
19

 Metode ini digunakan dalam 

membuat kesimpulan tentang bebagai hal yang berkenaan dengan 

pelaksanaan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Strisno Hadi, Metode Research, jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas 

Psikologi UGM, 1980), h. 36. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Upah (Ijarah) 

Upah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ijarah, secara 

etimologi Al-Ijarah berasala dari kata ajru yang berarti upah atau ganti.
1
 

Pengertian ijarah terbagi menjadi dua, yaitu menurut etimologi (bahasa) 

dan menurut terminologi (istilah).  

Menurut etimologi, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti 

membalas atau tebusan atau upah. Ijarah berarti menjual manfaat.
2
 Al- 

Ijarah arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa Arab 

dibedakan menjadi al-Ajr dan al-Ijarah. Al-Ajr sama dengan at-Tsawab, 

yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan al-Ijarah adalah 

upah sebagai imbalan atau jasa kerja.
3
 Allah berfirman dalam Al-Qur‟an 

surat An-Nisa‟ ayat 74 yang berbunyi : 

                       

                        

Artinya : “Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan 

dunia dengan kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. 

Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau 

                                                             
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 4, (Bandung: PT.Alma‟arif, 2006), h. 15. 

2
 Mansur Muslich, Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: 

Refika Aditama, 2010), h. 315. 
3
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,(Semarang: Asy Syifa, 2002), h. 61. 
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memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan 

kepadanya pahala yang besar, orang-orang mukmin yang 

mengutamakan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia ini.”
4
 

Sedangkan jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah 

menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan 

bendanya. Selain itu juga ada yang menerjemahkan bahwa ijarah sebagai 

jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga 

manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni 

mengambil manfaat dari barang. Jadi dalam hal ini, ijarah dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.
5
 

Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa ijarah merupakan akad 

yang dilakukaan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan 

kata lain, ijarah adalah pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.
6
 

Ijarah dimasukkan dalam kaidah ijarah, dimana melibatkan orang 

yang menyewaatau orang yang memberi upah (mu’jir) dan orang yang 

menyewakan atau orang yang menerima upah(mus‟tajir). Pengusaha 

dianggap sebagai pihak yang menyewa sedangkan pekerja dianggap 

sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan 

karyawan yang menyepakati perjanjian kerja. Lafaz ijarah mempunyai 

                                                             
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008). 

h. 89. 
5
 Rahmat Syafi‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 121. 

6
 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press 2003), h. 229. 
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pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau 

imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.
7
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa 

ijarah adalah imbalan kerja yang diperolehdari menjual manfaat atau 

mengambil manfaat yang berupa tenaga atau jasa manusia, dan upah-

mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. 

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 

Hampir seluruh ulama fikih sepakat bahwa ijarah disyariatkan 

dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan 

ketentuan baik dari Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma para ulama. Artinya 

acuan dalam penetapan ketentuan hukum ijarah mengacu kepada ketiga 

sumber hukum Islam tersebut yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

a. Dasar Hukum Ijarah dari Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

                       

            

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”.
8
 

 

                                                             
7
 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 29. 

8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008). 

h. 361. 
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Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa 

Allah SWT. memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong 

antar sesama manusia dalam kebajikan dan takwa. Sebagaimana pula 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang 

berbunyi: 

                         

                         

                         

                      

                       

                     

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan”.
9
 

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008). 

h. 37. 
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Ayat di atas memuat ketentuan tentang pemberian upah kepada 

seseorang yang memberikan jasanya kepada kita dengan pemberian 

upah yang sepantasnya dan seharusnya dari jasa yang telah ia berikan 

dan kerjakan. Allah berfirman dalam al-Qur‟an surat At-Thalaq ayat 6 

yang berbunyi: 

                       

                

Artinya :“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
10

 

Ayat tersebut pula menjelaskan bahwa dalam hal pemberian 

upah terhadap suatu pekerjaan seseorang terlebih dahulu harus 

dimusyawarahkan dan di sepakati bagi kedua belah pihak baik pemberi 

jasa ataupun yang memberi upah, agar tidak adanya pihak yang merasa 

dirugikan terhadap pihak yang lain. 

Dasar hukum Ijarah pula di sebutkan dalam Al-Qur‟an surat Al-

Qasas ayat 26-27 yang berbunyi : 

                      

                      

                                                             
10

 Ibid., h. 559. 
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Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya".  

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

me-nikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 

ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 

dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 

memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 

Termasuk orang- orang yang baik".
11

 

 

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan dan dijelaskan di 

atas, memberikan pemahaman kepada kita tentang pemberian upah 

terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan kepada kita. Artinya 

perintah pemberian upah tersebut adalah perintah langsung dari Allah 

yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an, ini menjadi dasar bahwa dalam 

ketentuan ijarah telah disyari‟atkan baik dari segi upah yang menjadi 

salah satu syarat ijarah, maupun dari segi objek ijarah yang dapat 

berupa barang dan pekerjaan atau jasa inilah yang menjadi dasar hukum 

di perbolehkan nya ijarah dalam kehidupan. 

 

 

 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008). 

h. 603. 
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b. Dasar Hukum Ijarah dari As-Sunnah 

Dasar hukum tentang ijarah juga bersumber dari as-Sunnah 

berupa hadis-hadis Nabi SAW. di antaranya yaitu hadis yang 

diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu anha ia berkata : 

يْلِ ثَُُّ  وَاسْتَأْجَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِِ الدَّ
12مِنْ بنِِ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ ىَادِياً خِرِّيْ تًا الْْرِِّيْتُ الْمَاىِرُ باِلِْْدَايةَ  

Artinya : “Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam beserta Abu Bakar 

menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir 

dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani „Abdu bin „Adi”. 

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar 

Radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang 

berbunyi: 

رَ أَجْ  فَّ عَرَقُوُ أعَْطُوا اْلَأجِي ْ 13رَهُ قَ بْلَ أنَْ يََِ  
Artinya : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering 

keringatnya”. 

Hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu„anhu, dari Nabi 

Shallallahu „alaihiwasallam, beliau bersabda, “Allah Ta‟ala berfirman”: 

                                                             
12

 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Matan Shahih Al-Bukhari, 

(Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 417. 
13

 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Matan Sunan Ibn Majjah, (Baitul Afkar ad-

Dauliyyah, 1420H), h. 232. 



21 
 

مُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَوُ خَصَمْتُوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاثَةٌَ أنَاَ خَصْ 
وَرَجُلٌ باَعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثََنََوُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرأَجِيراً رَجُلٌ أعَْطَى بِ ثَُُّ غَدَرَ   

\ 14فاَسْتَ وْفََ مِنْوُ ولَََْ يوُفِوِ أَجْرَهُ   
Artinya : “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari 

Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku 

lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang 

merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang 

menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya 

(namun) ia tidak diberi upahnya.” 

Hadis di atas menjelaskan tentang pemberian upah kepada 

pekerja yang membantu atau menyewakan jasa kepada seseorang. 

Pemberian upah merupakan suatu kewajiban atas si pengguna jasa. 

Dengan demikian pekerja akan senang dengan pekerjaanya, begitu pula 

dengan si penyewa. Upah selain sebagai tanda jasa juga merupakan 

tanda terimakasih atas pertologan dari pekerja karena dengan demikian 

akan ada rasa saling tolong menolong antar sesama dan juga adanya tali 

silaturahmi yang terjalin.  

Kemudian Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: 

عن حَنْظلََةَ بْنِ قَ يْسٍ الأنَْصَارىِِّ قاَلَ سَألَْتُ راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِراَءِ 
اَ كَانَ النَّاسُ يُ ؤَاجِرُونَ عَلَى  ىَبِ وَالْوَرقِِ فَ قَالَ لَا بأَْسَ بِوِ إِنََّّ الَأرْضِ باِلذَّ

الِ الَْْدَاوِلِ صلى الله عليو وسلم عَلَى الْمَاذِياَناَتِ وَأقَْ بَ  عَهْدِ النَّبِّ 
 وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرعِْ فَ يَ هْلِكُ ىَذَا وَيَسْلَمُ ىَذَا وَيَسْلَمُ ىَذَا وَيَ هْلِكُ ىَذَا فَ لَمْ 

15يَكُنْ للِنَّاسِ كِراَءٌ إِلّاىَذَا فلَِذَلِكَ زُجِرَ عَنْوُ 
 

                                                             
14

 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Matan Shahih Al-Bukhari, 

(Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 420. 
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Artinya : “Diriwayatkan dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan 

kepada kita, diriwayatkan dari Auza‟i dari Rabi‟ah bin Abi 

Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais 

Al-Anshari, ia berkata : saya bertanya kepada Rafi‟ bin Hadij 

tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia 

berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman 

Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan 

sumber dan yang berhadap-hadapan dengan parit-parit dan 

beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu 

selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan 

orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali 

demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya”.  

Hadis di atas juga dapat dipahami bahwa ijarah itu tidak hanya 

terhadap manfaat suatu barang atau benda, akan tetapi dapat dilakukan 

terhadap keahlian atau profesi seseorang. 

c. Dasar Hukum Ijarah dari Ijma’ Para Ulama 

Mengenai disyari‟atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, 

tidak ada seorang ulama pun yang0membantah kesepakatan ijma‟ ini, 

sekalipun ada beberapa0orang diantara mereka yang berbeda pendapat, 

akan tetapi hal itu tidak dianggap.
16

  

Berdasarkan beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami 

bahwa ijarah itu disyari‟atkan0dalam Islam, karena pada dasarnya 

manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan0dan kekurangan. Oleh 

karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan 

saling membutuhkan.OIjarah (sewa-menyewa) merupakan salah satu 

aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia.  

                                                                                                                                                                       
15

 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Matan Shahih Al-Bukhari, 

(Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 425. 
16

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 363. 
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Kehidupan bermasyarakat bilaOdilihat uraian diatas rasanya 

mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan 

orang lain. Karena itu boleh0dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu 

adalah salah satu aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, 

serta termasuk salah satu bentuk0tolong-menolong yang0diajarkan 

agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat 

manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah ini 

merupakan suatu hal yang diperbolehkan. 

d. Dasar Hukum Ijarah dari Kaidah Fiqh 

Adapun kaidah Fiqh mengatur tentang ketentuan hukum ijarah 

adalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yaitu sebagaimana 

Kaidah Fiqh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:  

 الََأصْلُ فَِ الْمُعَامَلَاتِ اْلِإباَحَةُ إِلاَّ أنَْ يَدُلَّ دَليِْلٌ عَلَى تََْريِْْوَ 
Artinya : “Pada dasarnya, semua dan ketentuan muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.
ا17   

Melihat uraian dasar di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa 

ijarah termasuk ke dalam salah satu bentuk muamalah yang artinya 

kaidah fiqh menghalalkan segala bentuk muamalah termasuk ijarah. 

Pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak 

yang saling meringankan, serta salah satu bentuk aktivitas manusia 

                                                             
17

 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Kutub 
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yang berlandaskan asas tolong-menolong yang telah dianjurkan oleh 

agama. Selain itu juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi 

hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama‟ menilai bahwa ijarah 

merupakan suatu hal yang diperbolehkan. 

3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah) 

a. Rukun Upah (Ijarah) 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam 

melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka 

ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah. Misalkan membaca surah Al-

Fatihah dalam shalat atau misalnya rumah, terbentuk karena adanya 

unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, 

atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang 

membentuk sesuatu itu disebut rukun.
18

 Berkaitan dengan rukun ijarah 

sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, 

yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama 

suka.
19

 

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi Ijarah itu adalah: 
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1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda 

yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari 

jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (mūjir). 

2) Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat 

yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya 

atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa 

(musta’jir). 

3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda 

yang digunakan disebut (ma‟jur). 

4) Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (ujrah). 

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi rukun Ijarah hanya 

ada satu, yaitu ijab dan kabul dengan lafaz ijarah atau isti‟jar 

(ungkapan menyerahkan dan persetujuansewa-menyewa).
20

  

Selain itu, jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah itu 

ada tiga, yaitu sebagai berikut: 

1) Aqid (orang yang berakad) 

Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian atau transaksi (para 

pihak yang melakukan akad upah-mengupah), yaitu orang yang 

memberi upah (Mu’jir)dan orang yang menerima upah atas sesuatau 

pekerjaan yang telah diselesaikan (Musta’jir). 
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2) Sighat akad 

Sighat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau 

kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja atau 

transaksi, yang terdiri dari ijab dan Kabul. 

3) Ujrah (upah) 

Ujrah adalah memberiimbalansebagai bayaran kepada seseorang 

yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu 

dan imbalan itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati 

bersama, yang terdiri dari upah dan manfaat.
21

 

Adapun menegenai rukun Ijarah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut : 

1) Sighat ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua 

belah pihak yang berakad baik secara verba maupun dalam bentuk 

lain. 

2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi 

jasa dan peneyewaatau pengguna jasa. 

3) Objek akad Ijarah, yang dapat berupa manfaat barang dan sewa atau, 

manfaat jasa dan upah.
22

 

Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun ijarah hanya 

satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan 

sewa menyewa).
23

 Adapun jumhur ulama berpendapat, sewa menyewa 
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(ijarah) sebagaimana perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan 

hukum, karena itu harus terpenuhi rukun syarat sahnya sewa menyewa, 

antara lain: 

1) Orang yang menyewa dan yang menyewakan merupakan orang yang 

berakal sesuai kehendak sendiri, bukan paksaan dan sudah baligh.  

2) Disyaratkan keadaan sewa diketahui jenisnya, kadarnya dan sifatnya. 

Misalnya: menyewa rumah harus jelas benar besarnya, letaknya, 

lama persoalannya, besar ongkosnya persewaannya dan sebagainya.  

3) Adanya ijab dan qabul, syarat-syaratnya  

4) Adanya manfaat 

5) Dapat diketahui kadar dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
24

 

b. Syarat Upah (Ijarah) 

Supaya transaksi Ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada 

beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. 

Syarat-syarat tersebut meliputi: 

1) Syarat In’iqad, yaitu dua pihak yang berakad (aqidain) haruslah 

memenuhi syarat : 

a) Baligh, telah berumur (tujuh) 7 tahun (mumayyiz), bagi para pihak 

dalam akad diwajibkan baligh sehingga dapat melaksanakan akad 

sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. 

b) Berakal (tidak gila, dan mabuk), mampu berfikir dengan akal sehat 

sehingga dalam akad tercapai tujuan yang diinginkan bagi para pihak 
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c) Tidak ada paksaan (ridha), akad dilaksanakan dengan dasar saling 

ridho dan atas dasar suka sama suka bagi para pihak. Sebagaimana 

Firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 29 : 

                       

                    

       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.
25

 

2) Syarat Akad dalam Ijarah 

Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan dalam ijab qobul adalah 

sebagai berikut :  

a. Tidak ada pembatas atau pemisah, sehingga ketika ijab qobul 

diucapkan, maka tidak boleh adanya keadaan diam tanpa kata. 

b. Tidak disela kata-kata lain ketika melakukan ijab dan qobul. 

c. Tidak berta’liq, misalnya yang menyewakan berkata, saya akan 

menyewakan mobil ini dengan biaya sewa Rp. 500.000,- setelah ku 

pakai 2 bulan nanti. 
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d. Menyebutkan masa atau jangka waktu sewa. Jadi dalam melakukan 

akad sewa menyewa harus jelas disebutkan mengenai jangka waktu 

sewa, sehingga jelas kapan berakhirnya suatu akad sewa menyewa. 

3) Syarat Upah (Ijarah) 

Syarat terhadap upah dalam akad harus terpenuhi, di antara syarat-

syarat upah adalah sebagai berikut: 

a) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa 

menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan 

bentuk upah disebutkan. 

b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu 

yang ditentukan dalam akad. 

c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupan dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau 

barang dan jasa).
26

 

Syarat-syarat ijarah dalam ekonomi Islam, adalah sebagai berikut: 

a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi 

terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu 

pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang 

loyal terhadap kepentingan umum.  

b) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus 

dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-

kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, 
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nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. 

Memperkejakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah 

yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidak 

pastian).Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha‟, selain malikiyah 

tidak sah.Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut 

sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui 

berdasarkan adat kebiasaan. 

c) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Membayar upah suatu 

pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang 

tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, 

karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: 

memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa 

bahan bangunan atau rumah. 

d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari 

jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu 

seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak 

sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu 

berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah 

menggunakan tenaga seseorang tersebut
27

 

4. Macam-Macam Upah (Ijarah) 

Upah yang dibayarkan kepada buruh pada dasarnya dalam bentuk 

uang, namun demikian upah dapat diberikan dalam bentuk lain, asal bukan 
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minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan. Taqiyyudin an-

Nabhani seperti yang dikutip oleh Muhammad Mustofa dalam tulisannya, 

upah dapat dibedakan menjadi: 

a. Upah ajrun musamma yaitu upah yang telah disebutkan dalam 

perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya 

perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya 

kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, 

tidak ada unsur pemaksaan. 

b. Upah ajrun misl yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, 

baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaanya 

saja.
28

 

Dilihat dari segi objeknya, ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Ijarah yang bersifat manfaat (Ijarah Ain) yaitu memberi upah dalam 

menyewa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya yang halal, sedang 

barangnya itu tetap utuh, seperti menyewa rumah yang baik untuk 

tempat tinggal, sewa-menyewa tanah untuk pertanian, kendaraan, 

pakaian dan sebagainya.  

Syarat ijarah ain yaitu hendaknya manfaat barang itu saja yang 

dikontrakkan, bukan bagian-bagiannya, barang yang akan disewa atau 

yang disebutkan sifatnya harus diketahui, pihak penyewa akan mampu 

menyerahkan barang tersebut dan barang itu harus mengandung 
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manfaat yang dimaksud dan barang itu tetap menjadi milik yang 

menyewakan atau dia tetap diizinkan tentang barang tersebut. 

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) (Ajir Musytarak), yaitu akad atas 

manfaat yang menjadi tanggungan dari sesuatu tertentu atau sesuatu 

yang disebutkan sifat-sifatnya yang bisa diwujudkan, berupa pekerjaan 

atau masa, seperti menjahitkan baju, atau membuatkan alat-alat rumah 

tangga, dan lain-lain.
29

 Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sewa-

menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang 

pembantu rumah tangga, tukang kebun, buruh panen, dan sebagainya. 

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Sebelum membahas hak dan kewajiban dari para pihak, terlebih 

dahulu kita akan melihat apa yang menjadi subyek dalam perjanjian sewa 

menyewa. Adapun subyek dari perjanjian ini yaitu adanya pihak penyewa 

(musta’jir) dan adanya pihak yang menyewakan (mu'ajir). Sedangkan 

yang menjadi objek dari perjanjian ini adalah jasa dan upah, yang mana 

jasa yang menjadi objek tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan 

hukum Islam. 

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitu 

pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, adalah sebagai 

berikut:
30
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a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu'jir), yaitu: 

1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala upah terhadap 

jasanya. 

2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk memberikan jasanya yang 

menjadi objek sewa menyewa, karna ia telah mempermilikkan manfaat 

dengan terjadinya perjanjian tersebut. 

3) Pihak yang menyewakan mengizinkan penggunaan jasa kepada orang 

yang menyewa sesuai dengan kesepakatan 

4) Pihak yang menyewakan jasa waib memberikan pelayanan yang baik 

dan memuaskan kepada penerima jasa. 

b. Hak dan kewajiban penyewa (musta'jir), yaitu: 

1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari jasa yang disewanya. 

2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian jasa oleh orang lain, 

sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali diwaktu 

sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka 

tidak diperbolehkan adanya penggantian  pemakaian. 

3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran upah terhadap 

jasa sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. 

6. Sistem Penetapan Upah (Ijarah) 

Menyangkut penentuan upah kerja, syari‟at Islam tidak 

memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik ketentuandalam Al-

Qur‟an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan 

upahmenurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai 

Ketentuan akad dalam perjanjian kerja harus jelas berapa 

besarnyaupah yang akan diberikan oleh pengusaha kepada 

karyawannya. Keharusan adanya kejelasan dalam akad perjanjiaan 

kerjaterkait dengan besaran upah yang akandibayarkan adalah 

bersumber dari hadis. Rasulullah SAW. bersabda : 

                           ،                            31 
Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia 

memberitahukan upahnya”. 

Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan 

petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberitahukan tentang 

besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai 

melakukan pekerjaannya. Dengan adanya pemberitahuan besaranya 

upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat 

untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. 

Karyawan akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja 

yang telah disepakati dengan atasannya. 

b. Membayar Upah Sebelum Kering Keringatnya 

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, terdapat perintah bagi 

seorang atasan untuk membayarkan upah kepada karyawannyayang 
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telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Sebagaimana 

Rasulullah SAW. bersabda yang berbunyi: 

                                                            32 
Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering 

keringatnya.” 

Maksud dari hadis tersebut adalah bersegera menunaikan hak si 

pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika 

telah ada kesepakatan pemberian upah setiaphari atau setiap bulannya. 

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau 

kekhawatirannya bahwaupah mereka akandibayarkan, atau akan 

mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. 

c. Memberi Upah Secara Adil 

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap 

kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian 

mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus 

menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah 

dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak 

lain. Prinsip keadilan sudah tercantum Al- Qur‟an. Allah SWT 

berfirman dalam al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi: 
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Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal 

bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan 

Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, 

diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 

kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud 

berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 

Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 

hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di 

hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.
33

 

Allah berfirman pula dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi: 

                           

                   

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran”.
34

 

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk 

dilakukan. Sedangkan yang paling penting dalam masalah upah adalah 
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keadilan di mana dalam penetapan upah bagi para pekerja yang telah 

memberikan jasanya harus melihat aspek keadilan. Keadilan di dalam 

Islam dikategorikan menjadi dua yaitu: 

1) Adil bermakna jelas dan transparan 

Sebelum seseorang mulai bekerja harus dijelaskan terlebih dahulu 

terkait dengan upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi 

besarnya upah dan tata cara pembayarannya. 

2) Adil bermakna proporsional 

Pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut 

dan diberi upah sesuai dengan porsi  kerja yang dilakukan. 

d. Memberi Upah Secara Layak 

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta 

proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya. Adapun layak 

berbicara tentang besarnya upah yang diterima. 

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan. Artinya upah yang 

didapatkan harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga 

kebutuhantersebut. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat 

dipisahkan darikonsep moral. 

2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran. Dalam pengertian yang 

lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah seorang 

pengusaha mempekerjakan karyawannya dengan memberikan 

upah, dibawah upah yang biasanya diberikan.
35
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7. Hikmah Upah (Ijarah) 

Hikmah dalam pensyariatan Ijarah sangatlah besar, karena di 

dalam Ijarah terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang 

satu engan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang 

pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau 

tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka 

dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan 

kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam 

cabang fiqh.  

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya 

permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan jasa yang tidak 

ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan 

barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah 

apapun maka aqad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan 

aqad itu harus jelas tanpa ada yang di sembunyikan kepada dari pihak 

pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari 

sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar 

syariat agama yang telah diatur dalam Islam. 

Adapun beberapa hikmah dari ijarah, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Dengan adanya ijarah maka dapat melaksanakan kegiatan Muamalah.  

b. Dengan adanya ijarah dapat membantu memenuhi kebutuhan orang 

lain.  
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c. Dengan adanya ijarah dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi 

menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan. 

d. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.  

e. Dengan adanya ijarah tersebut seseorang dapat menerima faedah 

daripada barang atau jasa yang disewakan.  

f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.  

8. Batal dan Berakhirnya Upah (Ijarah)  

Pada dasarnya akad ijarah merupakan perjanjian yang lazim di 

masyarakat, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak 

berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena 

termasuk perjanjian timbal balik. Konsep ijarah di masyarakat termasuk 

urf yang sudah berjalan sejak lama. Kebiasaan ini turun temurun dalam 

keluarga petani pedesaan. Keterbatasan lahan yang dimiliki membuat 

sebagian petani yang memiliki modal menambah lapangan kerjanya 

dengan menyewa lahan pertanian yang ada disekitar tanah yang mereka 

miliki.  

Kebiasaan ini tidak dapat hilang dimasyarakat, bahkan berkembang 

di masyarakat. Jumlah penduduk yang terus bertambah sedangkan tanah 

yang tetap, menjadikan sumber nafkah mereka sempit. Konsep urf yang 

sudah berjalan lama dikembangkan mereka yang bergelut dalam bidang 

pertanian. Sewa menyewa tidak bisa batal jika salah satu pihak meninggal 

dunia. perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang 

menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah 
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satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli 

waris.
36

 Yang bisa memutuskan perjanjian sewa menyewa adalah masa 

sewa benda telah berakhir sesuai perjanjian yang telah disepakati antara 

kedua belah pihak.  

Perjanjian yang tertulis hitam di atas putih memudahkan para pihak 

dalam pengurusan masa sewa. Bahkan jika terjadi masalah yang tidak 

diinginkan pembuktian lewat tulisan sangat kuat sekali.  Namun perjanjian 

yang hanya lisan dengan berdasar kesepakatan bersama, dalam praktek 

sering terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Sehingga dalam kajian 

ilmu perikatan di jelaskan bahwa alat bukti yang kuat adalah perjanjian 

yang tertulis.  

Pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak apabila 

mempunyai alasan atau dasar yang kuat adapun hal-hal yang dapat 

memnyebabkan batal dan berakhirnya upah adalah sebagai berikut: 

a. Terjadinya Aib Pada Objek Ijarah 

Maksudnya adalah barang yang menjadi objek perjanjian upah-

mengupah terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak yang 

memberikan upah, yang mana kerusakan itu diakibatkan oleh pihak 

pemberi upah. 

b. Rusaknya Barang Yang Mengahasilkan Ijarah 
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 Suhwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 148. 
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Maksudnya adalah barang yang menjadi sebab adanya perjanjian upah-

mengupah mengalami kerusakan atau musnah, sehingga akad tidak 

akan terpenuhi lagi. 

c. Terpenuhinya Manfaat Yang Diakadkan 

Maksudnya adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai 

(telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai 

kesepakatan para pihak dalam akad). 

d. adanya udzur atau alasan untuk mengakhiri suatu akad ijarah 

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga 

merupakan penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, 

sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang 

dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian 

tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
37

 

B. Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari 

penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai 

kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali 

informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu 

informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul 

yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

1. Skripsi Regita Cahyani, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pemungutan 
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Uang Parkir Ganda (Studi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar 

Lampung)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, 

pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian di Pasar 

Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung dengan objek yang digunakan 

adalah Pungutan Uang Parkir Ganda. Hasil penelitian yang didapat dalam 

penelitian ini, implementasi praktik penarikan uang parkir ganda adalah 

hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islan sesuai dengan kaidah 

hukum akda yang berlaku dalam ketentuan hukum Islam.  

2. Skripsi Fatilah, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2018 

dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jasa Profesi Tukang 

Parkir”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, 

pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian dengan 

objek yang digunakan adalah jasa parkir di pasar 45 Kota Manado. Hasil 

penelitian yang didapat dalam penelitian ini, praktik jasa rofesi parkir 

yang terjadi di tempat penelitian telah terlaksana sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam sebagaimana yang di tentukan dalam akad ijarah. 

3. Skripsi Santia Inarma, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah 

Palembang Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam”. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat 
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penelitian. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, sistem 

parkir per jam sama dengan parkir pada umumnya dan dalam hukum 

Islam adalah mubah (boleh) karena adanya biaya oprasional yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. 
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